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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

bahwa Sumiber Daya Kelautan den Perkanan merupaien enugrah Alla
yang Msha Kuesa yang mempenyai fngsi den poranan penting bagi
ehiGupar manusis dan pembanginan daeran;

bahwa melalyi pemanastan secara bisksana, pertanggung  jawab, adi,
parlisipasi dan berkslanjulan sumberdays Kelautan den Perikanan dapat
digunakan untuk 3 rakyat yang

percepatan pembangunin deerah, Gan kelangsurgan Hidup makhisk hidp
lainnys;

bahwa untuk maksud terssbut dalsm point @ dan b, dipendang periu untuk
menetapkan Penpelolsan Sumber Daya Kelsutan dan Perkanan delm
suatu Qanun,

Untang-undang Nomor 8 Tahus, 1881 Tentang Kitab Uncang-undang Hukurm
Azara Pdana (Lembaren Negare Repubik Indonesia Tahun 1981 Namer 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208),

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1980 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Mayati dan Ekosistemnya (Lembsren Negara Repubc indonesia
Tahun 1580 Namos 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5418

Undang-undeng Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran
Republik Irdonesia Negara Tahun 1932 Nomeor 88, Tambshan Lembaran
Megara Nomar 3484);

Undengundang Momor 6 Tahun 1985 Tenlang Puraian Indonesia
{lLembaran Negara Republik Indanesia Tahun 1896 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Nagsra 3847);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 Tentang Pengelolsan Lingkungan
Fdup (Lembaran Nagara Republk indonesia Tahun 1567 Nemor *65,
Tambahan Lembaran Hegars Nomor 3538),

Undang-undang Norvor 48 tahun 1988 tentang Pembentukan Kabupsten
i dan Kabupsten Simeulue (Lembarsn Negara Republic Indonssa
Tahun 1280 Nomar 17¢, Tembahan Lambaran Negara Nomar 3867,
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Undang-undang Momor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Proving: Daerah Istmewa Acsh sebagsl Provinst Nanagnse Aceh Derussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomar 14, Tambabhan
Lembaran Negara Nomor 4134),

Undang-undang Memer 10 Tehun 2004 Teniang Pembentuken Peraturan
Perundang-Undangan {Lembaran Negara Repubi Indonesia Tshun 2004
Homor 55, Tambatan Lembaran Negara Nomor 4348);

Undang-undang Nomer 31 Tahun 2004 Tentang Perkanan (Lembaran
Negara Republix. Indonesia Tahun 2004 Nomar 118, Tambahen Lembaran
Negasa Nomar 44335

, Undang-undang Momee 52 Tahun 2004 Tentang Pamerntah Daersh yang

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penpgenti Undang-ndang
Homar 3 Tahun 2005 fentang Perubahan atss Undang-Undang Nomor 32
Tehun 2004 teniarg Pemsrinishen Daersh (Lembaran Negars Republi
Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lemberan Negara Nomor
4493}

. Undang-undang Mormos 33 Tenun 2004 Tentang Perimbangen Keuangan

Antara Pemarintah Pusat dan Daerah (Lembaran flagars Repubfic ndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Temisahan Lembaran Negare Nomor 4435

Pemturan Pemerintsh Nomor 27 Tahun 1883 Tentang Pelakseraan
Undang-Undang Nomer & Tahon 1851 tenmng Hukum Asara Pidana
Lembaren Negara Republlk Indonesla Tshun 1383 Nemer 8, Tembshen
Lemuaran Negara Nomor 3258);

Paralwan Pemeriotsh Nomor 19 Tshun 1959 Tentang Pengendalian
Pencematan danistay Perusskan Laut (Lembaran Mepars Republik
Indonesia Tahun 1988 Momoe 32, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3846);

Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 1869 Tentang Ansfisis Mengenai
Dampak Lingkungen {Lembaran Negars Republik Indonssia Tahun 1928
Mamor 59, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3838

, Peraturan  Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 Tenlang Kewsnangan

Pamutinish dan Kewenangan Pravinsl sebagai Dagaran Otmnom (Lembaran
Nogiara Repubii Indanesia Tahun 2000 Nomer &4, Tambanan Lemearan
Neegesa Nomor 3852);

. Parsturan Pemenntan Momor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawesan Alas Penyslenggerazn Pamesiniah Usersh (Lempbaran Negara
Reepublll Indonss Tanun 2001 Nomor 41, Tambanan Lembaran Negara
Hamor 4g90]:

Peraturan Pemerinish Momor B8 Tahun 2001 Tentang Retrtousi Daecah
{Lemberan Negara Recublic Indonasia Tahun 2001 Nomor 116, Tarhanan
Lembaran Megara Noror 4138);

Peraturan Pemarintahan Mamor 54 Tahun 2002 Tenmang Ussha Perikanan
(Letmbaran Megara Republik Indonesia Tshun 2002, Homar 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 4230];

. Kepulusan Merteri Delam Negerl Momor 4 Tahun 1997 tentang Penyidic

Pagawai Meger Sipi d Lingkungan Pemerintah Daarah;

Genun Proving) Nenggroe Aveh Derussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang
Pengeloizan Sumber Daya Kelsuian dan Perianan. (Lembaran Daersh
Prowinei Na7qgros Aceh Danussalam Tahun 2002 Nomor, 59 SERI E Nomar.
& Tambanan Lemparan Dasrsh Nomor 1



Dengan Persetujuan Barsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN SIMEULUE
MEMUTUSKAN

Menetapkan QANUN KABUPATEN SINEULUE TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB
KETENTUAN LMUM
Pasal 1
Dalam Qanun inl, ya=g dimaksud dengan

Dasrah sdalah Daerah Kebupaten Simeulue.
Pemerintsh Dasrah adzlah Bupall besesta Perangkat Dasrzh Otanc lsinnya
sebagan Badan Eksekutif Daeran.

Bupati adalah Bupati Simeulue,

Wakil Bipotl adsiah Waki Bupati Simsulue.

Dewian Parwakilan Rakyat Daersh adalah Dewsn Perwakilan Rakyat Daersh
Kebupatan Simaulus.

Dines Kelgylen dan Perkanan adash Dings Kelsutan dan Perkanan
Kabupaten Simaulve.

Keautan adais Wikyah usaha uniuk memanfasten Sumber daya Kefautan.
Sumber deyz Kelauten adelah segals unsur kelautan yang dapat
cimanfastkan untuk xspentingan manusia, mencakup sumber daya cnergt
kelautan, sumber daya hayst kelauten, sumber days nan hayati lainnya.
Jmsa-jasa Engkungan kelautan sdalah sesustu yeng divasiken danietau
dapal dmanfaatkan oi wilayah laul yang mefputi antara ain, rensportasi,
ndustr: masiym, wssta bahari dan meteo-alogi maritime.

Perikanan adalan semus kegiatan yang berhubungan dengan pengeloizan
tan pamartfaatan sumber daya hayali persitan lsut maupun derat

Sumber Gaya (kan sdslah sumber days hayati parairan mencakup segala
jnis hewan peal up ;

. Penangkapan Ikan pdaish kegistan yang berujusn untuk memperaleh ikan
diparairn yang tidak dafam kezdean dibudidayakan dangan alat dan cara
yang lidak merusak.

13 Kap3| Penangkap lkan adalah sebep kapal fongkang, pershu stsu

kendarasn air Aty yang oipakal untuk penangkapan lken atau kegiaten

yang lerkast yang diengkapi dangan paraiatan, lempat penyimpanan den

Fualan sena persediaan bahan bakar df atas kapal

Usahe Perikanan adalah s6rua usaha perorangan atau badan hukum untuk

menangkap siau membudidayakan (xan, menyimpan, mendinginkan steu

mengawetkan (kar untuk tujuan komersial,

Parusshaen Parikanan adalah Perusahaan yang melekukan ussha perikanan

dan dilakukan oieh VWarga Negara Republlk indonesia atau Bedan Hukum

Indonesia.

. Usaha Penangkanan lkan adaloh kegisten untuk memperolch fkan di
perairan yeng fidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat stau teknalogi
t&rtentu uniuk tuiuan komersial
Ussha Pembudidayee" lkan adalah kegialan memefihars, mambesarkan
dan/atau mengembanghizkan Kkan dan memanen hasinys dengan alst atau
cama
Perizinan usaha perikanen sdaish jenisdenis perizinan yang harus dimiliki
olsh  peroranganibadan hukum untuk dapal melakuken  kegiatan
penangkapar ian, pengengkuan ian. pangalsfan fan, dan pérdegangan

an.
Patizinan pemariastan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan edaleh
joris-fenis perizinn yang hanus dimilkl oh percrangan/badan hukum untuk
sumber daye dan jasa kelautan.
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20, Pejabuhan Perikanan adalah prasarana perikanan empat pelayanan umum
bagi masyarakat nelayan dan usahe perikanan, schagal pussl peMbINESN
dan peningkatan keglatsn ekonomi oerkananuntuk digunakan sebagsi
pangkalan operasicnsl, tempat beiabuh, beramibet, pendaraten  asi

&nangiapan, pergolshan distriousi hasil perikanan

21, Jumlsh yang beish ditsngkap edelsh optimum Jumiah fkan deri mesing-
measing Jenis stau kelompak - kelompdi fenis yang bolh ditangkap setisp
1antn, atau selama mese lainnya yang mungiin ditentuken, untuk kegiatn
penangkapan ikan

22 Jumish Useiia Penangkapan Ikan sdsish jumish opimum kapal
penangkapan ikan bassria Upe, uksfen dan kekuatan mesinnya, alat tanakep
sets metodenya yang dizinkan untuk beraperasi merangkap Jenls — Jenis
ikan atau kelampak — kelompok jens ikan lerteniu di perairan.

23. Nelagan adalah orang yang mata pencahanannya meiakukan penangkapan

ikan
24, Pefeni Ikan adaish orang yang mets pencahariznnys melakukan kegiatan
budidaya (kan, baik peralran fawar . paralan payau dan perairn umum

sinnya.

26 Nelayan Tradisianzl ada/an Nelayan yang melakukan keglatan panangkapan
ik, dilakukan secara terus monerlls dengan menggunakan slat tangksn
yang sederhana

26, Pengslalaan Periranan adalan sustu proses yang tecintegrasi muisi dari
pengumpulan Informasi, analisis, verencanazn, konsullesi, penganibilan
Kopunisan, elokas sumtier dan Implemantasingg  dengan enfo cement flka
diperiakusan ), calam upsye menjamin kelangsungsn produkfiviies sarta
pencapaian lujuen oengsiolaan.

27, Pemanfastan Sumber Deya lkat adalsh ksgisian penangkapan ikan
daniatau peribiudiiayean ikan.

28, Surat lzin Usahe Perkatan (SIUP) adaleh iin techilis yang farnus ik
Peracahaan Perikanan unik  meiskuksn usohe perkanan dengan
menggunakan sarana produssi yeng tercantum dakam izin tersol

26 Sural |zin Perangkepan fkan (SIPT} adalah surat yeng hans dimii] sstap
Waps: Perkanan unlk melsluksn kegiatan panangkapen ikan yang
merupakan bhagian yang tak terpisahkan dac SIUR

30, Surat lzin Kapal Pengengkut Tkan (SIKPY) adaiah surat ysng harus dimilki

tiap Kepal Keglatan ken.

BAB I
YURISDIKS| PERAIRAN LAUT
Pasal2

1} Parsiran lsit teritorial yang terdapat daiam Wilsysh Administeat! Kabupaten
Simellus sejauh 4 m laut yang diukur dari garis pancks! danatay pulau
teriuar keara?: i,

2 Pangelolaan wiayah porairan laut teritorial sebagaimena dimaksud dalam
arot (1) dRstakan menjedi kewsnang Pemenintsh Ksoupalen Simeulus
erdasarkan Peraturan Perundang-indangan yang beiaki.

Passl 3

Kewenangan Femerintsh Ksbupsten Simeulus afas pengelolsan wilayah leut
cialan arak balas secagairana dimaksud dalsm Pasal 3 melipui

a. Eksplorasi, eksploitasi, konssrvasi, dan manajemen sumber daya Kelautan
an Perikanan di wilayah;

b Penyusunas (3N pEnstEman mnceana taia ruang;

¢ Welgxien pergawssan dan pensgekan Hukum Deersh dalam bidang
penneiolsan sumbar daya Kelautan dan Perikanan,

d. Melsiuken kagasaona dalam den
sumker daya kelautan dan jasa ingkunngalt

& Wlemberkan Surst lzin Usalia perfianan (SIUF), Surst Penangkapen lksn
{SIPI), Surat izin Kapal Pengangkuian lkan (SIKFY) serte izin pemaniaatin
‘sumoer daya keleutan den jasa lingkungan kelautan;




£ Memungut retibusi pade badan usaha, kelompok atsy masyarakaet dan
Badan Hukum, atau indvidy yang memanfaathan sunberdsys lswt. dan jasa
linghungan laisnym;
Retribusi sebagai mana distur dalam huruf { f } fersebut iatas, diatur lebih
anjui dengan keputusan Bupal Simeulue.

Pasal 4

Panctapan hotes wilayah parairan lawt yang menjsdi yurisdlkel Pemerinish
Kabupaten Simelus dengan Kebupaten yang paraiannys borbatasar langsung
dengan perairan Kebupsten Simeulus Gistur lebin lasjut denger keputusan
bercata antara Kabupsten Simeulue dengan Kabupalen yang persirannya
berbatagan lsngsung Breebut.

BAB I
PEMANFAATAN SUMBER DAYA (KAN
Pasal §

(1) Usaha Pedkanen di Wilayah peraan Kabupsten Simeulue hanya bolsh di
Iakukan ole warge Negara Republik indosasia atau Badan Hukum Indonesia
yang berkedudukan di Wilsyah Kabupaten Simedlue.

(@) Kapal Perkanan dart luar yang memasuki wiaysh perairan pericansn
Kabupaten. Simetdue urtuk melaieuian pensngkanan ikan MALRUN kegistan
joinnya diwajkkan melepar kepaga Dinas Kelagten can Perkanan
Kebupaten Simauie.

(3) Sefiap orang alau kelompek arang dan aisw badan hukum yang melakukan
Us3ha perlkanan, ssbegal mana dimaksud cslam syst (1) dan ayet (2)
grvigibkan memilki Surst izin Usaha Pericanan (SIUF).

(4) Nesyan dan petani ian kecil atau perorangan lainrya yang sffat usehanya
mefipEkan mta periceharian untuk merenuhi eoutuhan hidup sehari-har:
Yk dikerakan Kewsftan memiki iz ussha perikanen sebagaimana di
rrakeud dalem ayat (8).

{5 lzin Usaha Parikanan sehagsi mana distur defam ayat. {3) diawr lebih lanjut
dengan Keputusen Bupati.

Pasal

(1} Setiap orang eteu keiompok d2n atau badan hukum yang melskukan usaha
perkanan d bidang penangkapan atau pembedidayaan fkan dl sut atau o
persitan lainoya di Wilayah persven periksnon Kabupsten Simeulua
dikensian pungutan retibusi persanan.

(2] Paiaksansan pungulan sebagaimena dimakeud dalam ayst (1) di stur leblh
Janjut dengan Kepuiussn Bupati Simeulus.

Pasa! 7

{1) Kepal Perikanan yang berasal darl lusr Daarah, melakukan penangkapan
an dalem wilayah pe-siran perkanan Kahupaten simeulus tampa memilk
lzin dari  pemeriniah daceah Kabupwen Smeulue adeleh pelengparn
pesaian

(2) Pelanggaran sebagainiana | maksud daksm syat (1) edoleh Tindak Pidaha
Kelautan.



BAB IV
PENATAAN RUANG LAUT
Passl B

{1} Pemerintsh Kebupaten Siméulue berweneng melakukan penyusunan dan
penetapan tts rusng kelautan Kabupsten Simeulue.

{2) Penyusunan dan penetapen 1=t nusng peraifan aut Kebupaten Simeulia
cilakukan berdasezkan peraiuran yang baraku

(3] Pel=ksanaen ketentuan sebagaimang cimaksud dslam ayat (1) dan (2)
dhetapkan dengan Keputusan Bupa Simeslue.

BAB Y
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
Pasal §

{1} Pamarfatan suriber daya kelsulan yang terdapat ¢i Wilayah peraian laut
yuriciksi Kabupaten Simeuiue olen, sélizp orang, kelorpok orang, sieu badan
usahe di'akukan berdassrkan izin yang diceiuarian cleh Bupati Simaulue,

(@) Mekanismes dan (ein cara pemanfssten sumber dava dan jasajasa
lingungan kelautan: zebagaimana dimsksudkas dalsm ayat {1) diatur lebin
anéul cengan Keputusan Bupesi Simeulue

(3) Sebap orsng @tou bedan hukum yang melakuken usahenya decgan
memanfastkan sumberiaya dan Jesa kelsutan di Galam wilaysh yusiseiksi
Kabupatan Simeulue dikanakan ratibusi dan/stau pungutan

4] Retibusiéan atau punguian sabagaimana dmakeud datam eyet (3) diatur
dengan Keputisan Bupat.

AR VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
Pasal 10

(1} Balam pengelolssn di bidang Perikanan, Pemerintah Kabupatan Simeulus
mengelarkan Ketentuen yang mengatur tantang :

#ial <alat panangkap Ikan;

Persyaratan, ik Petikanan yang hers diponuhi oleh kapal
penangiapen ikan dengan toek mengurangl ketenbian peraturan
perundzng-zndangan yang berlaku mangsnat keselsmaten palayaran,
Jumah, jenis serta ukuran ikan yang tidak beleh ditangkap;
Biasrah. jalur dem wekiu musim Genangkapsn;
Pencapalian pencemarsn dan kersskan rehabiitas! dan peningkatan
sumber daya ilan serta BgkUgENNYE:

Panebaran ikan jenis ban dengan terisblh dahuly dikarantinakan;
Pembudidayaan (kan dan perlindungannya.

Pencagahan dan pembarantasan HaMa serta panyak kan

Hal-hal lain yang disnggap peru unfuk mencapal fujuan pergeioiaan
sumber daya kan

=p

aan

Pasal 11

Delam pengskalssn sumber daya  parikanan Pemerintah  Kabupatan
mengalil keberacaan Leroaga Hukum Adat Laot yang ‘slah ada dan eksis
daism kehidupan Wasyarakat Metayan di Kabupaten Simeulue

Lembaga Hukur Adst Lot sebagaimana dimeksud calam syst (1), diatos
aligksanakan dengan merberdsyEKan Deren | fungsi den Xewemangantya
dalam komunitss Masyarakat Melayan.

]



BAE VI
PEMBINAAN DAM PENGEMBANGAN
Pasal 12

(1) Parivinagn sumber daya Kelautan dan Parikanan dalam Wilaysh Laut
yuriadixsi diujukion kepads tercapainya Manfst yeng sebesar-besamya bagi
Mesyarakal, Nelayan Ksbupsten Simeuue dan skeclarast Pembangunan
Daersh

{2) Uniuk mencapsi fujuan sebagaimana dimaksud dalam syst (1) Pemesiniah
Kabupaien Simeulus melakeanskan pergslolaan sumber daya Keautan dan
Perikanan dergan meleslarkan sumber daya Kelsutan dan sumber daya
Perlkanzn begi kessjanterssn dan kemaimuran rakyal i Kabupaten

Pasal 18

Pemarintah Kabupaten Skmetiue menyeienggarakan pambinaan sistsm infortias!
&an menyelenggarakas doementss. mengenai data sumber days Kelauten dan
Parikanan guna menunjang zengeiolaan dan pemanfaatannys.

Passi 14

1) Pamesintsh Kabugaten Simeulue membina, mengembangkan peneliian dan
egiatan mish lainya dividang Kelsuten can Perikanan

{2) Dalam meryslanggarzkan kegiatan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1,
Fomerinah Kabupsten Simeulus dspat melelukan ket sams dengan
pergaruan Tinggi, Lemoga Swasta Nasional, Intemagions: atau Lembaga
sing serta sesusl ketemuan Paraturan Perundang-Undangan yang berisia:

Pasel 15

Pemeriniah  Ksbupaten Simeulie menyelerggarakan pendiikan. - latihan,
panyulunan den bimbingan dalam bidang Kelauisn dan Peranan dengan
melibstkan oihak-pihak yang barkepentingan terhadap pengslciaan sumber daye
Kelautan dan Parikanan,

Pasal 18

Pearmerintah Kabupaten Simeulue mendorong, menggerskkan, mempantu
membertayakan dan melindungi usaha perikanan tredisonal dan melindungt
pembudidaya ikan berskala kacll, terutama melalul kaperssi, lembaga adal, dan
bentuk pemiberdayan akanormi dan neleyan lainnye

Pasal 17
(1) Pameritsh Kebupaten Simeuse memsangun den membina prasarana
!

eiikanan

[2) Pemeriniah  Kabupaten Simeulus memtina den membsrkan akscs
terciptanya ta i kuskias hasil
Keiautan dan Perikanan

{3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam eyat (1) dan (2) ditetapkan
dangan sura: keputusan Bupat: Siravlue.

BAB VIl
KONSERWASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 18

1) Setiap srang atat sukelompok orang danatau badan usaha yang melekuien
Laha dan! teu keglatan eksplorasi dan ekegoltas] Sumber Days Kelauian
dan Petkanan wajls memperhafiken wiaysh konservasi yang lefsh
ditetapkan.



{2) Wileyah koneervasi sabanaimana dimaksud dalam ayat {1) ditetapian atas
dasar rencana tata ruang laut den kondisi potensi Kelautan dan Peranan.

{3} Pelakeanazn xelenuan sehagaimens dimaksud datam ayat (2) ditetsokan
dengan keputusan Rupali Simeulue

Pasal 10

) Penyeienggaraan Konservasi sumber deya Kelauten dan Perkanan
melibalken pula partipasi akif Masyarske: Nelayan dan phak ferkait
Isinnya.

(2} Kenservas| dan rehabilitasi sumber days Kelautan den Perikansn beserta
ckosistemnya dilandasken peda prinsip perlindungan, pslestaran dan
pemaniastan sumber daya Kalautan dan Perlkanan secara serasl ssimbang
can berkelanjutzn.

{3) Untuk kepentgan menurjang konservesl dan rehabiitosi sumber daya
Kelautan don Perikanan Deserta ekosistamnya, Pemerintan Kabupalen
Simeulue dapst menysdipkan dena untuk Kepentngan Konservasi  dan
Rehebiltssi

(1) Pelakaanazn dan keteniuen sebagaimans dimakeud defem ayat (3

Gltetapkan dengan Keputusan Bupal] Simeuiue,

Paszi20

{1} Saliap arang atau sekelompok orang den ¢ stau badan hukum diarang
felakukan keglatan penangiapan dan pembudideyaen kan dengan
menggunakan slat steu behar yeng capat membahayaken kelesteran
fingkungan sumbar daya Périkanan dan sumber deya Kelautan.

12} Kegistan dan lkan dangan
bahansateu sist sebagaimane dimaksud dslam ayat (1) tidek beriaku
sepanizng mengenat parouatan yang dilakukan untuk kegiatan Fiah dan
Yeniatan penelitian suay kegisian fertantu [nnys disiur dengan Keputusan
Bugafi Simeute

Pasal 21

(1) Selfap oreng atau sskslompok areng dan alau badan hukum diarang
felakukan perbustan yarg mengakioatkan pencemarsn dan Kenusakan
ekasistem lerlimbu karEng dan mangrove sarta 2t ekesistam lingkungan
laut dar: Lingkurgen Pants:

(2) Betiap orang stEu keompok oreng dan alau badan hukum diarang
meiokukan penangkapan teradap jenls kan atau biota laut leinnya yeng
allndungl.

{3) Setiap orang &t=u badan dllarang mamasgkap dan mengambll pdang topstar
dan keping yany sedang bertsiur untui dikansums atal dipardsgangkan

(4] Setiap orang atau Kelompok orang dan atsi: badan hukum yang mesakukan
Ekspioitasi terumou sarang, lingkuncan laut lainnya ssa bende-benda
berharga didelam laut sbapsimenz dimaksud pada ayat 2 sdsiah
pelarggaran

(5) Keleniuan sebagaimana dimaksud delam ayal (1) dan (2) fidalk beraku
sepanjang mengenai kegiatan yang dilkukan uniui kepantingan penefian
fimiaih yaing Glatur dengan persturan perundang-4ndsngan yang berisku

a

Pasal 22

(1) Untuk kepertingan mu pengeiahuan, kebudayaan atau pelestarian alam
perairan. Pomenntah Kabupaten Simewie menetagian jenis ikan tertentu
yerg digndungi dom fatau lokasi peraitan ferientu sebagal kawasan
parikanan berdasatkon i khes jonis fran stsu keadaen slam pafaifan
dimaksud

{2} Dalam pongateran ketentuan sebegaimsne dimaksud dslam ayat (1),
Pemotiniah  Ksbupsien Simeviue meneiapkan  pembatssan lernadap

aten penangkapan stau pembudidaynsn ien dan kegiatan lainnya
wigkasl tersebut,
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BAB iX
PENGAWASAN DAN PEMGENDALIAN
Pagal 23

Pemerintah Kabupaten Simeciue berkewajibon melakuken pengawasan
dan pengendaiian terharan pengelotaan Sumber Deya Kelaulan dan
Pecikanan ¢ wilzysh perairan Ksbupaten Simaulue.

Untue menjamam terselenggarany

Sumber Dava Kelzutan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(%) diates, Pamerinlds Kabupsten Simeulse dapst membentuk Tim
Péngawasan Sumber Deya Kelautsn dan Perlkansn.

I 1g: dan
dlalam e (2} dietaphan dengan Surst Ksputusan Gups

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Gellop orang dan atau Badan Hukum yang meiskukan pelanggaran
Jetonluan pasa) 2, pesal 5, pessl 6, pasat 7, passl 20 den pass 21 Canun
21 dlancem dengan hukuman kurungan saling Bma 6 bulan dan danda
paling Danyak R, 30.000.000.~ (iga puluh juta rupish)

Tincak Fidana sshagai mans dimaksut detam ayat (1} adaleh pelanggsran

BAB X
HYIDIKAN
Pasa! 25

Peiabat Penyidlk Pagawsi Neger Sipil terantu df lingkungan pemeriniah

dserah dibert wewensng Kusus sebagal penyidls uniuk melakukan

penyidian tindak pidana di bidang Pengeiciaan Sumber Daya Kelautan dan
rikanan seboc dimaksud dalam Urdang-undang Momar 3 Tshun

1881 tmntang Hukum Azaia Pidena.

Dalam pelaksanaan tugas pemyidian, olsh pars Pejsbst Penyldi

ssbegaimana dimaksud dalam paesl ni berwerang

2. Mensrima loporan Eteu peagadusn ded SeSeOrang tening adanya
tindak pidara;

b dikan diempat meakulan

Manyurih berhent] sesecrang lersenpka oan memerkss pengensl din

tarsa

Wlelawkan panyilaan benda atau surat

WlengameA sidik jar dan mematret Sesearang:

Wendatanghan aecai ahi yang diperlukan dafam hubungen dengan

pemerksEan;

3. Menghentlkan penyidican setelsh mendapel pelunjuk darl penyidi
urnuan bahwia, idak terdapat cukup bukli alsu peristua tersebat bukan

merupsken tindak pidans dan selanfulnys melalii Pejabat Peayidic

Pagawai Negerl Spil (PRNS) membsritahukan hal terssbus kepads

penustut UMu, tersangha atau keluarganya

Mengadakan findsian menurut hukum yang dapat mempertanggung

jawabkan.

-~

=

Penyidik Pagawal Neger Sig dalaim melaksanakan tugasnys sebageimana
dmaud dalam ayat (1) dan (2) bersde gibawah koordinesi dan
pengawssan Penyidik Palri



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan bediakunya Osnun in, maka segaja kelonfuan yang fdak sesusi dan
‘bertaniangan dengan Qann i dinyatskan tidak berisku lagi
Pasal 27

Hal-hal yang belur diatur dalam Qanun Inl sepanjang menganal pelaksanasnnya sken
diatur labih fanjut dengan Keputusan Aupal

Passl 26
@anun inl herlaku EEJBII tanggal diundanghan.

Agar seliap orEng mengelahuinya, memerntankan pengundang Genun ini dengan
‘penempatannya dalasm Lembaran Desrah Kabupaien Simaulus.

Disahkandi : Sinaban
Pada Tangal © 27 Desember 3005
25 Djulgaidan 1426 H.
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